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LAMPIRAN

Wawancara dilakukan pada hari Jumat Tanggal 15 Mei 2020 di PT. WOM
Finance cabang Gading Serpong dengan narasumber Bapak Andre selaku Legal

Officer.
Pertanyaan:

1. Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia di PT. WOM Finance
cabang Gading Serpong sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU/XV11/2019?

2. Bagaimana penerapan eksekusi jaminan fidusia di PT. WOM Finance
cabang Gading Serpong setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 18/PUU/XV11/2019?

3. Bagaimana upaya hukum PT. WOM Finance cabang Gading Serpong

dalam mempertahankan haknya apabila debitur wanprestasi?

Jawaban:

Penerapan eksekusi objek jaminan fidusia di PT Wom Finance Cabang Gading
Serpong sebelum dan setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-

XVI1/2019

Sebelum ada Putusan MK Setelah ada Putusan MK
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Jika debitur wanprestasi, kreditur akan
memberikan Surat Peringatan pertama
kepada debitur untuk membayar

angsuran motor yg diambil.

Jika debitur wanprestasi, kreditur akan
mengeluarkan Surat Peringatan 1 dan
debitur diberikan kebijakan 1 bulan
untuk membayar angsuran motor yg

diambil.

Setelah itu dikeluarkan Surat Peringatan
kedua dan ketiga oleh kreditur jika
debitur tidak melaksanakan

pembayaran angsuran motor, maka

pihak wom akan melakukan negosiasi

Setelah itu dikeluarkan Surat
Peringatan 2 dan sampai Surat
Peringatan 3. Tidak ada perjanjian
tambahan hanya sesuai akta fidusia

yang sudah disepakati diawal perjanjian

Jika tidak ada iktikad baik dari debitur
dan telah lewatnya waktu untuk
memenuhi pembayaran dan kreditur
telah menyampaikan surat perintah
kepada debitur untuk membayar maka
dilakukan pengambilan kendaraan
dengan sertifikat fidusia didampingi
oleh aparat kepolisian.maka akan
dilakukan penarikan motor berdasarkan

akta fidusia yg dibuat.

Bagi debitur yg melarikan diri akan
dilakukan blacklist di Bank Indonesia.,
dan jika debitur beriktikad baik untuk
datang ke kantor PT Wom Finance
Cabang Gading Serpong maka akan
dilakukan Negosisasi ke bagian

penagihan.
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Jika seandainya debitur melarikan diri
maka akan dilakukan blacklist di Bank

Indonesia.

Debitur tidak bisa membayar sampai
waktu yg telah ditentukan maka debitur
dianggap cidera janji/ wanprestasi
sesuai perjanjian yg tertera di akta

fidusia.

Sertifikat fidusia berkekuatan
eksekutorial yang sama dengan putusan
pengadilan yang telah memperoleh

kekuatan hukum tetap

Debitur tidak sukarela memberikan
objek jaminan fidusia maka dilakukan
permohonan ke pengadilan negeri untuk

diminta penetapan eksekusi.

Saat ini belum ada yg sampai ke tahap
pengadilan, karena PT Wom Finance
Cabang Gading Serpong memberi

kemudahan dan pilihan.

3. Upaya Hukum atau Penyelesaian sengketa yang dilakukan apabila

terjadi wanprestasi oleh debitur ialah dilakukan secara negosiasi,

kemudian apabila debitur tidak secara sukarela memberikan objek

yang dijadikan jaminan fidusia maka akan dilakukan permohonan ke

pengadilan negeri untuk diminta penetapan eksekusi hal ini dilakukan

berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-

XVI11/2019.
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PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk > IB
Attira Office Tower, Lantai 32,33 dan 35 @
JI. Yos Sudarso Kav. 85, Kelurahan Sunter Jaya

Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi

Jakarta Utara - 14350 WOMHHAHCC
Ph. +62 21-2188 2400 (Hunting) Fx +62 21-2188 2420 a member of W group

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Jonathan Jap
Jabatan : Branch Head
Alamat : Ruko Paramount Dotcom Blok Orange No.15

Kel.Pakulowan Kec.Kelapa Dua

Dengan ini menyatakan bahwa

Nama : Putri Hairani
Pekerjaan : Mahasiswi Fakultas Hukum di Universitas Esa Unggul
Alamat : Dasana Indah Blok RL 01 No.8A Kelapa Dua Tangerang

Bahwa Mahasiswi tersebut diatas benar telah melakukan kegiatan wawancara di Kantor WOM tanggal
15 Mei 2020.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana mestinya

Tangerang, 21 Juli 2020

| -

Jonathan Jap
Branch Head

www.wom.co.id
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